
PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR ,/t TAHUN 201,7

TENTANG

PtrRSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERA}i TENTANG
PENETAPAN 3 (TIGA) RAPERDA DI KABUPATEN REMBANG I\TENJADI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dal
kualitas lingkungan hidup, perusahaan memiliki peran
yang strategis dalam memberikan kontribursi terhadap
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan tanggungjawab sosial
perusahaan, diperlukan adanya hubunga, yarrg sinergis,
selaras dan serasi antara pemerintah Dierah, perusahaan
dan peran masyarakat;

c. bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang merniliki barangmilik daerah sebagai asset yang perru diatur dan
dioptimalkan untuk mendukung pitayanan public da,
kesejahteraan masyarakat dengan mendasar pada asasfungsional, kepastian hukum, transparansi,
efisiensi,akuntabilitas, dan kepastian nilai;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10S peraturan
Pemerintah Nomor 2T Tahun 2014 tentang pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, pemeriritah -Daerah
Kabupaten Rembang berwenang untuk membentukPeratur*n Daerah yang rr-enga.tur tentang pengerolaan
Barang Milik Daerah;

e' !4*" dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2or4 tentang pengeloraan Barang MilikNegara/Daerah, maka peraturan Daerah Kab,naterr



peranan penting di daerah dalam berbagai sa.saran guna
menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah
untuk meningkatkan kesej ahteraan masyarakat;

g. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan usaha jasa
kontruksi di Kabupaten Rembang diperlukan penerbitan
izin usaha jasa kontruksi;

h. bahwa untuk memberikan land.asan hukum dalam
pelaksanaan pemberian izin usaha jasa kontruksi di
Kabupaten Rembang diperlukan pengaturan rrlengenai izin
usaha ja.sa kontruksi;

i. bahwa untuk maksrtd tersebut parda huruf a, huruf b, huruf
c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h perlu
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Pasa1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Repubtik Indonesia
Tahun 1945;

undang-undang Nomor 13 Tahun 19s0 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungai
Propinsi Jawa Tengah;

lndang-tlndang Nomor 5 Tahun 1960 tenta,g peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria;

undan_g-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana;

undang-undang Nomor 2g Tahu rggg tentang
legvelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsf,
Kolosi dan Nipotisme;

undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

undang-uld*s Nomor 19 Tahun 2003 te*tang Badan
Usaha Milik Negara;

8. Undang-Undang Nomor 1
Perbendaharaan Negara;

Tahun 2OO4 tentang

9' undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan pengeloraan dan Tanggungjawab K"uarga;
Negara;

10. undang-undang Nomor 40 Tahun 2oa4 tentang SistemJaminan Sosial Nasional (SJSN);

1 1. lfdang-undang Nomor 25 Tahun 2ool tentang penanaman
Modal;

2.

3.

4.

5.

6.

t.



14. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

15. Undang-Undang Nomor
Penanganan Fakir Miskin;

13 Tahun 2oll tentang

16. undang-undang Nomor 5 Tahun 2oL4 tentang Aparatur
Sipil Negara;

17. undang-undang Nomor 23 Tahun 2ot4 tentang pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan
Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun i.ot+ tentang
Pemerintahan Daerah;

18. undang-undang Nomor 2 Tahun 2olr tentang Jasa
Kontruksi;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2T Tahun 1gg3
Pelaksanaan undang-Undang Nomor g rahun x9g1

tentang
tentang

Hukum Acara Pidana;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2g Tahun
dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi;

2000 tentang Usaha

21. Peraturan Pemerinr:ah Nomor 29 rahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi; '

23. Peraturan pemerintah Nomor sg Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

24.Peraturan pemerintah Nomor zg Tahun 200s tentangPedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggr.r*;r,
Pemerintah Daerah;

25. Peraturan pemerintah Nomor 3g rahun 2aar tentangPembagian urusan pemerintahan a"ia.a pemerintah',
Pemerintahan Daerah provinsi dan pemerintah DaerahKabupaterr/Kota;

26.Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentangPerubahan atas peraturan pemerintah Nomor 2g Tahun2000 tentang usaha dan peran serta Masyarakat JasaKonstruksi;

27 . Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 20rc tentang Tatacara Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan
Pajak Daerah dan Resrtibusi Daerah;

,t.ff:l,:::: r,:::1",3! 
, 
rl"al r 4r. rahun 2or2 tentang



30. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2AM tentang
Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah;

31. Peraturan Presid.en Nomor 'rO Tahun 2OlO tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telair
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlA tentang
Pengad aan Barang/ Jasa Pemerintah ;

32. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang
Ke{asama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrasuktur;

33. Instruksi Presiden Nomor ls rahun zor3 tentang
Perlindungan Nelayan;

34. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
tentang Pedornan Pengelolaan Sampah;

35. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor pER-
08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat Atas peraturan
Menteri Negara Nomor PER-OS/MBU/2ooz terrtang Badan
Kemitraan Badan usaha Milik Negara Dengan usaha Kecil
Dan Program Bina Lingkungan;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 'Iahun 2015
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL6
tentang Pengelolaan Aset Desa;

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Barang Milik naerah;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tingkat II Rembang
Nomor 4 Tahun 2oo4 

-tentang 
penyidik peg;wai Negeri sipiidi I ingkungan pemerintah kabupaten Dlerah rirgkat'Il

Ilembang;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang pokok-pokok pengerolaan [..rurrg* Daerah;

41. peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2arc tentang
Pembentukan dan susunan perangkat Daerarr Kabupatei
Rembang;

42 ' Peraturan Dewan Perwakilan Ratqyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2016 teniang perubahan KeduaAtas Peraturan Dewan perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2ar4 tentang TataTertib Dewan perwakilan Ralryat Daerah Kabupate*
Rembang.
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3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal
29 Desember 2017.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang :

1.. Ijin Usaha Jasa Kontruksi;
. 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Tanggungjawab Sosial Perusahaan; menjadi Peraturare
Daerah Kabupaten Rembang. 

,

KEDUA : Menyerahkan prnses penetapan Rancangarl Peraturan Daerah
sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjadi
Peraturan Daerah tsabupaten Rembang, kepada Bupati
Rembang, I

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2017

KETUA
DEWAN PERWAKII"AN RAKYAT DAERAH

KABUP/
#REMBANG 

&
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/ MA"hS'KAMrL,MZ.


